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Ringkasan

•	 Risalah kebijakan ini didasarkan pada analisis hasil survei lingkungan belajar 
tahun 2022 dan studi kualitatif di sejumlah satuan pendidikan. 

•	 Sebagian besar peserta didik pada semua jenjang mengaku memiliki lingkungan 
sekolah yang aman dari perundungan, hukuman fisik, dan kekerasan seksual.

•	 Sebagian peserta didik, terutama peserta didik laki-laki, mengalami kerentanan 
terhadap paparan zat adiktif seperti rokok, minuman keras, dan narkotika.

•	 Terdapat sejumlah praktik baik efektivitas pelibatan peserta didik dalam 
peningkatan kualitas iklim keamanan dan penerapan sistem berjenjang dalam 
penanganan kekerasan di sekolah.

•	 Untuk mencegah dan menangani praktik kekerasan di lingkungannya, satuan 
pendidikan perlu membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan 
kekerasan serta menerapkan sistem berjenjang dalam penanganan kekerasan.
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Konteks

Iklim keamanan di satuan pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk lingkungan 
belajar yang efektif (Cohen dkk., 2009). Keamanan di satuan pendidikan dapat ditinjau dari dua 
aspek, yaitu: 1) aspek keamanan fisik yang mencakup aturan dan fasilitas yang berkaitan dengan 
keselamatan warga satuan pendidikan, dan 2) aspek sosial-emosional yang melibatkan sikap 
murid dan guru terkait kekerasan dan keterampilan untuk mengatasi masalah tersebut (Cohen 
dkk., 2009). Persepsi terhadap keamanan di satuan pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, seperti masalah kelompok geng, narkoba, fasilitas pengawasan, dan lokasi geografis. Studi 
yang dilakukan oleh Duszka (2015) melaporkan bahwa persepsi positif peserta didik terhadap 
keamanan di satuan pendidikan berkontribusi positif terhadap pencapaian akademis yang lebih 
baik.

Untuk memotret iklim keamanan di satuan pendidikan, dapat dilakukan salah satunya melalui analisis 
pengalaman peserta didik terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan paparan 
terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) seperti rokok dan minuman keras. 
Isu-isu terkait variabel iklim keamanan di lingkungan pendidikan masih mengemuka, seiring data 
UNICEF yang mencatat prevalensi perundungan di semua jenjang pendidikan, dengan persentase 
27% di SD, 32% di SMP, dan 20% di SMA (Annur, 2021; UNICEF, 2021). Profil Remaja Indonesia yang 
tertuang dalam laporan UNICEF tahun 2021 juga mengungkapkan dampak serius perundungan pada 
peserta didik usia 15-19 tahun, dengan 57% merasa malu atau takut membicarakan kondisi mental 
mereka dan 22% menganggap terapi psikologis atau psikiatris dapat berdampak negatif pada rasa 
percaya diri dan masa depan. Survei nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan BPS menunjukkan bahwa 20% anak laki-laki dan 25,4% anak 
perempuan usia 13-17 tahun mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir (KemenPPPA, 2022). 
Data juga menunjukkan bahwa perundungan melalui media sosial terus meningkat (Saimima & 
Rahayu, 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan 
sistem pendidikan yang sedang berjalan terutama terkait iklim keamanan di lingkungan satuan 
pendidikan. Dengan melakukan analisis hasil Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) dan studi 
lapangan, dapat dilakukan identifikasi terkait masalah-masalah yang perlu diperbaiki dan mencari 
solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Risalah kebijakan ini menyoroti permasalahan terkait iklim keamanan di lingkungan satuan 
pendidikan berdasarkan pengalaman peserta didik. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data 
kuantitatif hasil Sulingjar tahun 2022 pada kategori iklim keamanan. Sulingjar merupakan alat ukur 
yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di 
lingkungan satuan pendidikan. Selain itu, analisis juga dilakukan pada data kualitatif hasil kunjungan 
lapangan ke beberapa satuan pendidikan pada Oktober 2023. Pengumpulan data kualitatif 
dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap sembilan satuan pendidikan yang 
memiliki pencapaian indeks iklim keamanan dengan kategori baik. Satuan pendidikan yang terlibat 
dalam studi kualitatif berasal dari 3 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Balikpapan, 
dan Kota Bukittinggi.

Temuan #1: Secara umum, pengalaman peserta didik terhadap paparan NAPZA lebih 
tinggi dibandingkan jenis kerawanan lainnya di satuan pendidikan.

Hasil analisis terkait indikator iklim keamanan menunjukkan bahwa secara nasional, kondisi yang 
paling rawan adalah paparan terhadap rokok, minuman keras, narkotika dan zat adiktif lainnya. 
Proporsi peserta didik yang masuk dalam kategori rawan terhadap paparan zat adiktif tersebut 
mencapai 15,79%, sedangkan proporsi peserta didik yang aman dari paparan zat adiktif adalah 
47,91%. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan proporsi peserta didik yang aman dari 
kasus perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik (lihat Gambar 1). Sebaliknya, hukuman 
fisik secara nasional relatif tidak terlalu banyak terjadi di satuan pendidikan, yang ditunjukkan 
dengan hanya sekitar 10,04% peserta didik yang rawan mengalami hukuman fisik.
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Gambaran ini selaras dengan hasil studi yang dilakukan oleh The Tobacco Atlas pada 2019, yang 
menunjukkan Indonesia menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok usia 15 tahun ke atas 
terbesar di dunia (Gambar 2). Selain itu, Indonesia juga mengalami peningkatan proporsi perokok 
harian menjadi 60,1% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2009 yang hanya 53,5% (Gambar 3).

Gambar 1 Proporsi Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Keamanan dari Kekerasan
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Gambar 2 Negara dengan Proporsi Terbesar Perokok Usia 15 Tahun ke Atas 
Sumber: https://tobaccoatlas.org/challenges/prevalence/
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di Berbagai Negara dari Tahun 2009 ke Tahun 2021

Sumber: https://tobaccoatlas.org/challenges/prevalence/
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Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2013, 
prevalensi perokok pada usia 10 hingga 18 tahun berjumlah 7,2% dan naik menjadi 9,1% pada 2018 
(Kemenkes, 2023). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa persentase 
perokok usia 15-19 tahun mengalami peningkatan di 2023 yaitu 9,62% dibandingkan di tahun 2022 
sebanyak 9,36% (BPS, 2023)

Selain data survei terkait rokok, data survei terkait prevalensi penggunaan narkoba yang dilakukan 
oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menunjukkan adanya peningkatan. Prevalensi 
penggunaan sekali pakai narkoba untuk kelompok umur 15-24 tahun di tahun 2019 adalah sebesar 
1,80%, sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 1,95% (BNN, 2021).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak usia remaja sangat rentan untuk terpapar 
rokok atau zat adiktif lainnya (Kuncoro, 2012). Faktor terbesar yang mendorong remaja untuk 
merokok atau mencoba zat adiktif lainnya adalah rasa keingintahuan. Faktor kedua terbesar 
adalah faktor lingkungan atau konteks. Remaja akan sangat terpengaruh oleh teman sebayanya, 
sehingga cenderung mengikuti teman-teman di lingkungan sekolah maupun rumah. Faktor lainnya 
adalah meniru perilaku orang tua atau orang dewasa di rumah. Anak-anak yang beranjak remaja 
akan mimicking (meniru) apa yang dilihatnya menjadi kebiasaan orang dewasa di rumah (Kuncoro, 
2012). Berdasarkan beberapa faktor tersebut, sangat penting bagi satuan pendidikan bekerja sama 
dengan pihak orang tua peserta didik untuk mencegah peserta didik terpapar dari rokok, miras, 
narkoba ataupun zat adiktif lainnya. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa di rumah dan 
di sekolah, anak-anak terjaga dari paparan zat-zat adiktif tersebut.

Temuan #2: Peserta didik laki-laki cenderung lebih rawan mengalami perundungan, 
hukuman fisik, dan kekerasan seksual, serta terpapar zat adiktif.

Hasil analisis terkait indikator iklim keamanan pada Gambar 4 memberikan wawasan mendalam 
terkait dinamika iklim keamanan berdasarkan gender di lingkungan satuan pendidikan. Meskipun 
secara umum, mayoritas peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki, berada dalam posisi 
aman pada semua variabel, namun perbedaan signifikan terlihat dalam tingkat keamanan antara 
kedua kelompok gender (Gambar 4).

Gambar 4 Proporsi Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Keamanan dari Kekerasan dan Jenis Kelamin
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Dalam konteks perundungan, Cook dkk. (2010) dan Craig dkk. (2009) melaporkan bahwa peserta 
didik laki-laki lebih sering melakukan perundungan dibandingkan peserta didik perempuan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Crick dkk. (1996) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam 
perkembangan keterampilan sosial-kognitif antara anak perempuan dan anak laki-laki. Secara 
umum, anak perempuan cenderung mengalami perkembangan yang lebih baik dalam aspek ini 
dibandingkan dengan anak laki-laki. Keterampilan sosial-kognitif mencakup kemampuan anak 
untuk memahami dan merespons emosi orang lain, membaca situasi sosial, dan berinteraksi 
secara efektif dalam hubungan antarpribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan 
memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam mengembangkan kemampuan ini, memberikan mereka 
keunggulan dalam hal keterampilan sosial-kognitif. Perbedaan ini kemudian dapat menjadi salah 
satu faktor penjelas perbedaan gender dalam kasus perundungan. 

Berkaitan dengan hukuman fisik, ditemukannya hukuman fisik pada peserta didik laki-laki dapat 
dijelaskan sebagai hasil dari sosialisasi dan norma gender, terutama seputar konsep maskulinitas 
dan feminitas (Shamu dkk., 2016). Dalam kerangka norma gender, peserta didik laki-laki diharapkan 
untuk menunjukkan sifat-sifat maskulin, seperti kekuatan, ketahanan, dan ketangguhan. Hukuman 
fisik pada laki-laki dapat dipandang sebagai bentuk penerapan norma-norma ini, di mana perilaku 
yang dianggap tidak sesuai dengan citra maskulin memicu respons yang bersifat punitive.

Hasil Sulingjar juga mengungkapkan fakta yang berbeda dengan persepsi umum bahwa peserta 
didik laki-laki lebih aman dari kekerasan seksual dibanding dengan peserta didik perempuan. 
Dari Gambar 4 terlihat bahwa peserta didik laki-laki ternyata lebih rawan mengalami kekerasan 
seksual dibanding peserta didik perempuan. Kekerasan seksual seperti tindakan disentuhnya 
bagian tubuh tertentu pada peserta didik laki-laki sering kali tidak dianggap sebagai suatu hal 
yang serius dan cenderung dinormalisasi. Selain itu, permasalahan terkait kekerasan seksual 
terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani. Data yang menunjukkan 
terjadinya kekerasan seksual pada laki-laki sering kali tidak diacuhkan karena laki-laki yang memiliki 
pengalaman menjadi korban cenderung tidak melaporkannya (IJRS, 2021). Bungkamnya korban 
laki-laki yang mengalami kekerasan seksual juga dimungkinkan karena stereotipe maskulinitas 
yang menekannya untuk menjadi tangguh, karena takut dicap sebagai “feminin” atau “lemah” di 
banyak budaya. Dalam hal ini, toxic masculinity mengharuskan laki-laki untuk tidak menunjukkan 
emosi di depan umum atau secara terbuka (Thomas & Kopel, 2023). 

Selanjutnya, dalam hal pengalaman terpapar NAPZA, data menunjukkan bahwa peserta didik laki-
laki lebih rentan dibanding peserta didik perempuan. Beberapa faktor yang berperan yaitu, interaksi 
antara peserta didik, norma-norma budaya, dan lingkungan sosial. Peserta didik laki-laki mungkin 
lebih rentan terpapar NAPZA, karena terpapar lingkungan di mana penggunaan zat-zat tersebut 
dianggap sebagai norma atau bahkan sebagai bagian dari ekspektasi maskulinitas. Pengaruh 
teman sebaya, yang cenderung lebih mencolok dalam kehidupan remaja, dapat memainkan peran 
besar karena peserta didik laki-laki mungkin merasa tekanan untuk menunjukkan keberanian atau 
ketangguhan melalui keterlibatan dalam perilaku-perilaku yang penuh dengan risiko. Selain itu, 
norma-norma budaya dan konsep maskulinitas yang mendorong perilaku berani atau berisiko juga 
dapat memainkan peran dalam keputusan peserta didik laki-laki untuk mencoba atau menggunakan 
NAPZA.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, perhatian terhadap sosialisasi gender di sekolah perlu 
menjadi bagian integral dari upaya intervensi untuk meningkatkan iklim keamanan bagi semua 
peserta didik. Pendidikan dan pengembangan kesadaran gender yang lebih baik di lingkungan 
pendidikan dapat membantu merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan menciptakan 
lingkungan yang mendukung perkembangan positif dan kesejahteraan peserta didik secara 
menyeluruh.
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Temuan #3: Tingkat SMP memiliki tingkat keamanan paling rendah pada seluruh variabel 
iklim keamanan.

Secara nasional, peserta didik mayoritas berada pada kategori aman dari perundungan (63,69%), 
hukuman fisik (73,10%), kekerasan seksual (65,49%), dan rokok, miras, dan narkotika (47,91%) 
(Gambar 5). Namun, mencermati variabilitas tingkat iklim keamanan pada keempat variabel 
tersebut di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan bahwa SMP menjadi tingkat pendidikan 
yang paling tidak aman. 

Gambar 5 Proporsi Peserta Didik menurut Tingkat Keamanan dari (a) Perundungan, (b) Hukuman Fisik,
(c) Kekerasan Seksual, dan (d) Rokok, Miras, dan Narkotika Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Peserta didik pada usia remaja sering kali lebih rentan terhadap perundungan, hukuman fisik, 
dan kekerasan seksual, karena pada masa ini terjadi perubahan fisik, emosional, dan sosial yang 
signifikan (WHO, 2020). Remaja awal mengalami pertumbuhan dan perubahan hormon yang dapat 
meningkatkan sensitivitas terhadap interaksi sosial dan harapan masyarakat. Selain itu, kerentanan 
juga berasal dari proses perkembangan kognitif dan emosional yang sedang berlangsung, serta 
pembentukan identitas dan harga diri (Finkenauer dkk., 2002).

Selama masa remaja awal, hubungan dengan teman sebaya menjadi semakin penting, sehingga 
peserta didik SMP yang berada pada rentang usia tersebut menjadi lebih rentan terhadap pengaruh 
teman sebaya. Dorongan untuk diterima oleh kelompok dapat membuat mereka lebih mudah 
menjadi sasaran perundungan, karena kurangnya keterampilan untuk mengatasi atau menolak 
perilaku tersebut (Finkenauer dkk., 2002). Keinginan untuk sesuai dengan norma sosial juga dapat 
membuat mereka rentan terhadap agresi atau manipulasi. 

Penggunaan hukuman fisik juga dapat lebih sering terjadi selama periode ini karena pendidik 
mungkin menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan metode disiplin mereka dengan kebutuhan 
anak yang sedang berkembang. Pada saat yang sama, siswa SMP masih belajar mengontrol 
impuls dan membuat keputusan, sehingga rentan terhadap perilaku yang dapat memicu hukuman 
fisik sebagai bentuk tindakan pendisiplinan (Gershoff, 2002). Kekerasan seksual juga menjadi 
perhatian serius selama masa remaja, karena mereka berada pada fase eksplorasi identitas seksual 
(Hammack dkk., 2022). Kurangnya pendidikan seks yang komprehensif dan komunikasi terbuka 
dapat meningkatkan potensi terjadinya kekerasan seksual. 
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Secara keseluruhan, rentannya peserta didik SMP terhadap perundungan, hukuman fisik, dan 
kekerasan seksual bersumber dari faktor biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks. Meskipun 
persentase pada kategori “waspada” dan “rawan” paling signifikan berada pada tingkat SMP, di 
tingkat pendidikan lain pun kerentanan peserta didik untuk mengalami perundungan, hukuman 
fisik, dan kekerasan seksual masih menunjukkan angka yang tinggi dengan rata-rata di atas 30% 
peserta didik pernah mengalaminya. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan perlu 
lebih digalakkan di semua jenjang pendidikan.

Temuan #4: Pelibatan aktif peserta didik sebagai praktik baik dalam peningkatan iklim 
keamanan di satuan pendidikan.

Pelibatan peserta didik dalam usaha memutus mata rantai perundungan, hukuman fisik, kekerasan 
seksual, dan penyalahgunaan NAPZA memegang peran sentral dalam membentuk lingkungan 
sekolah yang aman dan inklusif. Salah satu strategi yang diterapkan adalah pembentukan tim 
satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai pihak di lingkungan sekolah. Tim ini terdiri dari 
unsur-unsur kunci, termasuk pendidik, komite sekolah, dan peserta didik. Keberadaan tim satgas 
bukan sekadar simbolis, melainkan cermin komitmen satuan pendidikan untuk menciptakan 
lingkungan yang aman.

Sebagai contoh, SDN 07 Teladan telah mengimplementasikan praktik baik ini. Peran tim satgas 
yang telah dibentuk tidak terbatas pada pemantauan semata, tetapi juga melibatkan fungsi 
sebagai mediator konflik. Melalui pertemuan berkala, tim satgas secara sistematis memantau 
dan mengidentifikasi situasi yang memerlukan perhatian khusus. Pendekatan ini bukan hanya 
tentang mengawasi, tetapi juga memberikan kontribusi aktif dalam penyelesaian konflik di antara 
peserta didik. Dengan demikian, tim ini membawa dimensi lebih lanjut dalam upaya pencegahan 
perundungan dan menciptakan ruang bagi penanganan konflik. 

Selain keterlibatan dalam tim satgas, partisipasi peserta didik diperluas melalui kegiatan 
ekstrakurikuler dan inisiatif lainnya yang bertujuan mengembangkan keterampilan sosial, 
kepemimpinan, dan empati. Urgensinya terletak pada upaya membentuk karakter peserta didik 
yang peduli dan bertanggung jawab, serta menciptakan budaya sekolah yang menganut nilai-
nilai inklusivitas dan menolak segala bentuk perilaku merugikan. Praktik baik ini tidak hanya 
menjadi landasan teoretis, tetapi juga telah diimplementasikan di berbagai satuan pendidikan, 
termasuk SMAN 2 Balikpapan dan SMAN 4 Bukittinggi. Di kedua satuan pendidikan ini, peserta 
didik terlibat aktif dalam ekstrakurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Mereka 
memiliki peran khusus dalam membantu memutus mata rantai kekerasan di lingkungan satuan 
pendidikan, termasuk perundungan dan kekerasan seksual. Keberadaan ekstrakurikuler PIK-R 
di kedua satuan pendidikan ini memberikan wadah bagi peserta didik untuk membahas isu-isu 
sosial yang memengaruhi remaja. PIK-R juga memberikan alternatif komunikasi yang nyaman 
bagi peserta didik melalui konseling sebaya dan memberikan laporan kepada guru Bimbingan 
dan Konseling (BK). Praktik baik ini mencerminkan pendekatan holistik dan partisipatif dengan 
melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang lebih kondusif.

Temuan #5: Sistem berjenjang sebagai langkah strategis penanganan kasus.

Selain praktik baik berupa pelibatan peserta didik, hasil studi lapangan juga menyoroti praktik 
baik berupa penerapan sistem berjenjang. Sistem berjenjang merupakan langkah strategis yang 
terbukti efektif dalam penanganan kasus terkait kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 
Sistem ini merangkul pendekatan bertahap yang komprehensif, mulai dari wali kelas, guru BK, 
kepala sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan serta mitra lain dengan keahlian khusus, seperti 
psikolog. Selain itu, sistem berjenjang juga menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk 
mendeteksi, menanggapi, dan mencegah kasus di semua tingkatan pendidikan. Dalam menerapkan 
sistem berjenjang, satuan pendidikan membangun prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi 
tanda-tanda kekerasan, menilai tingkat keparahan kasus, dan memberikan respons yang sesuai. 
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Pendekatan ini juga memungkinkan pengintegrasian berbagai metode, seperti konseling, 
pembinaan, dan pendekatan edukatif, untuk memberikan dukungan holistik kepada semua pihak 
yang terlibat. Dengan memfokuskan pada respons yang proporsional terhadap tingkat keparahan 
kasus, sistem berjenjang membantu menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, 
inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. 

Hasil studi lapangan menunjukkan praktik baik di SMAN 2 Balikpapan telah berhasil menerapkan 
sistem ini. Dalam menerapkan sistem berjenjang, SMAN 2 Balikpapan membangun prosedur yang 
jelas untuk mengidentifikasi tanda, menilai tingkat keparahan kasus, dan memberikan respons 
yang sesuai. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk wali kelas, guru BK, wakil kepala 
sekolah bidang kurikulum, dan kepala sekolah. Kasus-kasus perundungan diselesaikan melalui 
langkah-langkah yang bertingkat, dimulai dari penanganan oleh wali kelas dan guru BK. Jika tidak 
terselesaikan, akan melibatkan kepala sekolah, orang tua, serta dinas pendidikan untuk membahas 
upaya penanganan kasus lebih lanjut.

SMAN 4 Bukittinggi juga telah mengadopsi praktik baik sistem berjenjang dalam penanganan 
kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Mereka mengembangkan dan mengikuti 
Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan. Jika kasus dianggap ringan, langkah 
awal melibatkan wali kelas untuk memberikan nasihat kepada peserta didik yang menjadi pelaku. 
Jika perundungan masih berlanjut, kolaborasi dengan guru BK, kepala sekolah, dan bahkan 
melibatkan orang tua peserta didik dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat. Pendekatan ini 
tidak hanya menitikberatkan pada sanksi atau teguran, melainkan juga memberikan pendampingan 
dan dukungan, baik terhadap subjek maupun korban. Subjek diberi kesempatan untuk membuat 
pernyataan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya, sementara korban mendapatkan 
dukungan psikologis melalui evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak sekolah 
berkolaborasi dengan dinas pendidikan dan psikolog. Dengan demikian, sistem berjenjang bukan 
hanya sebagai suatu proses administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen sekolah 
untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif.
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Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, studi ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan untuk 
mewujudkan satuan pendidikan yang aman bagi seluruh peserta didik. 

•	 Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) dan Penerbitan Prosedur Operasional Standar 
(POS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 

Pembentukan tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan 
Pendidikan terbukti efektif. Hal ini berdasarkan hasil studi di beberapa satuan pendidikan yang 
memiliki iklim keamanan dengan kategori baik. Untuk dapat mendukung tugas fungsinya, 
satuan pendidikan perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) pencegahan dan 
penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. POS tersebut dapat mengacu pada 
Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
di Lingkungan Satuan Pendidikan. Adanya POS ini akan membantu tim Satgas untuk dapat 
melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Permendikbudristek tersebut. POS ini juga 
akan dapat memastikan terjadinya koordinasi yang efisien antartim satgas. Satuan tugas 
yang dibentuk dapat beranggotakan guru BK, guru kelas, dan perwakilan peserta didik yang 
ditunjuk di satuan pendidikan tersebut.

•	 Penerapan Sistem Berjenjang dalam Penanganan Kasus Kekerasan 

Penerapan sistem berjenjang dalam penanganan kasus kekerasan diperlukan, dan ini sebaiknya 
juga tercatat di dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Penerapan sistem berjenjang yang dimaksud 
adalah adanya mekanisme penanganan secara berjenjang, mulai dari individu (pelaku dan 
korban) yang dimediasi oleh pihak satuan pendidikan, rujukan kepada terapis (jika terdapat 
trauma akibat kekerasan), rujukan kepada pihak berwenang (kepolisian), rujukan penanganan 
lebih lanjut ke rumah sakit (jika terdapat kondisi serius), dan seterusnya. Mekanisme rujukan 
berjenjang ini akan memudahkan satuan pendidikan mengambil tindakan-tindakan yang 
diperlukan untuk membantu peserta didik kembali bersekolah dengan normal bersama teman 
sebayanya.

•	 Penguatan Satuan Pendidikan untuk Meningkatkan Capaian Iklim Keamanan 

Dinas Pendidikan melalui pengawas diharapkan dapat memberikan penguatan kepada satuan 
pendidikan, baik pada saat proses pendampingan atau supervisi rutin maupun saat IHT di 
awal tahun pembelajaran. Penguatan yang dimaksud dapat berupa pemberian bimbingan 
teknis kepada guru BK tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan 
pendidikan, atau pun mengundang UPT Kemdikbudristek seperti BGP dan BPMP untuk 
memberikan sosialisasi tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan.
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